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WALIKOTABONTANG

PROVINSIKALIMANTANTIMUR

PERATURANWALIKOTABONTANG

NOMOR ……TAHUN…

TENTANG

PEMBINAANBADANUSAHAMILIKDAERAH

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

WALIKOTABONTANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja badan usaha milik

daerahagarmampumemberikankontribusiterhadapperekonomian

daerahdalam bentukpeningkatanpendapatanaslidaerah,perlu

dilakukanpembinaanterhadapbadanusahamilikdaerahsecara

profesional,efisiendanefektif;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal131 ayat (1) Peraturan

Pemerintah Nomor54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik

Daerah, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap

pengurusanBUMD;

c.bahwaberdasarkanpertimbangansabagaimanadalam hurufadan

hurufb,perlumenetapkanPeraturanWaliKotatentangPembinaan

BadanUsahaMilikDaerah;

Mengingat : 1.Pasal 18 ayat(6)Undang-Undang DasarNegara Republik

IndonesiaTahun1945;

2.Undang-Undang Nomor47 Tahun 1999 tentang Pembentukan

KabupatenNunukan,KabupatenMalinau,KabupatenKutaiBarat,

Kabupaten KutaiTimurdan Kota Bontang (Lembaran Negara

RepublikIndonesiaTahun1999Nomor175,TambahanLembaran

NegaraRepublikIndonesiaNomor3896)sebagaimanatelahdiubah

denganUndang-UndangNomor7Tahun2000tentangPerubahan

AtasUndang-UndangNomor47Tahun1999tentangPembentukan

DRAFTFINAL
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KabupatenNunukan,KabupatenMalinau,KabupatenKutaiBarat,

Kabupaten KutaiTimurdan Kota Bontang (Lembaran Negara

RepublikIndonesiaTahun2000Nomor74,TambahanLembaran

NegaraRepublikIndonesiaNomor3962);

3.Undang-Undang Nomor23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2014Nomor

244,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor5587)

sebagaimanatelahdiubahbeberapakali,terakhirdenganUndang-

Undang Nomor9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2015Nomor

58,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor5679);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :PERATURAN WALIKOTATENTANG PEMBINAAN BADAN USAHAMILIK

DAERAH.

BABI

KETENTUANUMUM

Pasal1

Dalam PeraturanWaliKotainiyangdimaksuddengan:

1. DaerahadalahKotaBontang.

2. WaliKotaadalahWaliKotaBontang.

3. PemerintahDaerahadalahWaliKotasebagaiunsurpenyelenggaraPemerintahan

Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenanganDaerah.

4. SekretarisDaerahadalahSekretarisDaerahKotaBontang.

5. Kepala Bagian Perekonomian dan SumberDaya Alam SekretariatDaerah yang

selanjutnyadisebutKepalaBagianadalahKepalaBagianPerekonomiandanSumber

DayaAlam SekretariatDaerahKotaBontang.

6. BadanUsahaMilikDaerahyangselanjutnyadisingkatBUMDadalahbadanusaha

yangseluruhatausebagianmodalnyadimilikiolehDaerah.

7. PerusahaanUmum DaerahyangselanjutnyadisebutPerumdaadalahBUMDyang
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seluruhmodalnyadimilikisatudaerahtidakterbagiatassaham.

8. PerusahaanPerseroanDaerahselanjutnyadisebutPerserodaadalahBUMD yang

berbentukperseroanterbatasyangmodalnyaterbagidalam saham yangseluruhnya

ataupalingsedikit51% (limapuluhsatupersen)sahamnyadimilikioleh1(satu)

Daerah.

9. Direksiadalahorganperseroanyangberwenangdanbertanggungjawabpenuhatas

pengurusanperseroanuntukkepentinganperseroan,sesuaidenganmaksuddan

tujuanperseroansertamewakiliperseroan,baikdidalam maupundiluarpengadilan

sesuaidenganketentuananggarandasar.

10. DewanPengawasadalahorganperusahaanumum Daerahyangbertugasmelakukan

pengawasandanmemberikannasihatkepadaDireksidalam menjalankankegiatan

pengurusanperusahaanumum Daerah.

11. KomisarisadalahorganperusahaanperseroanDaerahyangbertugasmelakukan

pengawasandanmemberikannasihatkepadaDireksidalam menjalankankegiatan

pengurusanperusahaanperseroanDaerah.

12. KepalaDaerahYang MewakiliPemerintahDaerahDalam KepemilikanKekayaan

DaerahYangDipisahkanpadaPerusahaanUmum Daerahyangselanjutnyadisingkat

KPM adalahorganperusahaanumum Daerahyangmemegangkekuasaantertinggi

dalam perusahaanumum Daerahdanmemegangsegalakewenanganyangtidak

diserahkankepadaDireksiatauDewanPengawas.

13. RapatUmum Pemegang Saham yang selanjutnyadisingkatRUPS adalahorgan

perusahaan perseroan Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam

perusahaan perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak

diserahkankepadaDireksiatauKomisaris.

14. Asetadalahkekayaanperusahaanyangdigunakanuntukmelakukankegiatanusaha.

15. StandarOperasionalProseduradalahserangkaianinstruksitertulisyangdibakukan

mengenaiberbagaiprosespenyelenggaraanaktivitasorganisasi,bagaimanadan

kapanharusdilakukan,dimanadanolehsiapadilakukan.

16. TataKelolaPerusahaanYangBaikadalahsistem pengelolaanyangmengarahkan

dan mengendalikan perusahaan agarmenghasilkan kemanfaatan ekonomiyang

berkesinambungandankeseimbanganhubunganantarpemangkukepentingan.

Pasal2

PeraturanWaliKotainibertujuanuntuk:

a. menghasilkankemanfaatanekonomiyangberkesinambungandankeseimbangan

hubungan antar pemangku kepentingan dengan menerapkan Tata Kelola
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PerusahaanYangBaik;

b. memberikanpendapatanasliDaerah;dan

c. menunjangperekonomianDaerah.

Pasal3

RuanglingkupPeraturanWaliKotainiterdiriatas:

a. pembinaan;

b. pengawasan;

c. pelaporan;dan

d. pembiayaan.

BABII

PEMBINAAN

BagianKesatu

Umum

Pasal4

(1) WaliKotaberwenangmelakukanpembinaanterhadappengurusanBUMD.

(2) Pembinaansebagaimanadimaksudpadaayat(1)dilaksanakanoleh:

a. SekretarisDaerah;

b. KepalaBagian;dan

c. InspekturDaerahataspermintaanSekretarisDaerah.

Pasal5

(1) SekretarisDaerahdalam melakukanpembinaanterhadappengurusanBUMDpada

kebijakanbersifatstrategisyangditetapkanolehWaliKota.

(2) KebijakanbersifatstrategisyangditetapkanolehWaliKotasebagaimanadimaksud

padaayat(1),terdiriatas:

a. pendirianBUMDbaru;

b. perubahanbentukhukum BUMD;

c. kegiatanstrategisDaerah;dan

d. penggabungan,peleburandanpengambilalihan.

(3) Prosesadministrasikebijakanbersifatstrategissebagaimanadimaksudpadaayat

(1)dilakukanolehKepalaBagian.
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Pasal6

(1) KepalaBagianmelakukanpembinaanteknisBUMD.

(2) PembinaanteknisBUMDsebagaimanadimaksudpadaayat(1)terdiriatas:

a. pembinaanorganisasi,manajemendankeuangan;

b. pembinaanpengurusan;

c. pembinaanpendayagunaanAset;

d. pembinaanpengembanganbisnis;

e. monitoringdanevaluasi;

f. administrasipembinaan;dan

g. fungsilainyangdiberikanolehSekretarisDaerah.

(3) UntukmelaksanakanpembinaanteknisBUMDsebagaimanadimaksudpadaayat(1),

Kepala Bagian dapat berkoordinasidengan Perangkat Daerah terkait dalam

pembinaanteknisoperasionalterhadappelaksanaankebijakanPemerintahDaerah

yangbersesuaiandenganurusanBUMD.

(4) KerjasamayangmelibatkanPerangkatDaerahterkaitdalam pembinaanteknis

operasionalterhadappelaksanaankebijakanPemerintahDaerahyangbersesuaian

denganurusanBUMDsebagaimanadimaksudpadaayat(3),dilakukandalam:

a. menyusunkebijakanteknisoperasional;

b. merumuskandanmengkajisubstansikebijakanteknisoperasionalBUMD;dan

c. memberikanmasukansubstansidalam rangkapenugasanPemerintahDaerah

kepadaBUMD.

BagianKedua

PembinaanOrganisasi,ManajemendanKeuangan

Pasal7

Pembinaanorganisasi,manajemendankeuangansebagaimanadimaksuddalam Pasal6

ayat(2)hurufaterdiriatas:

a. pendiriandanpembubaranBUMD;

b. penyusunanstrukturorganisasiBUMD;

c. restrukturisasi;

d. StandarOperasionalProsedur;

e. TataKelolaPerusahaanYangBaik;

f. besaranpenghasilanDireksidanDewanPengawasatauKomisaris;dan

g. besaranpenggunaanlaba.
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Pasal8

(1) PendiriandanpembubaranBUMDsebagaimanadimaksuddalam Pasal7hurufa

dilakukankajianberdasarkan:

a. kebutuhanDaerah;dan

b. kelayakanbidangusahaBUMD.

(2) Pelaksanaankajiansebagaimanadimaksudpadaayat(1)dikoordinirolehKepala

BagiandenganmengikutsertakanPerangkatDaerahterkaitdandapatdibantuoleh

konsultan,pakar,narasumberdan/ataupihaklainyangberkompeten.

Pasal9

(1) PenyusunanstrukturorganisasiBUMDsebagaimanadimaksuddalam Pasal7huruf

b pada Perumda diusulkan oleh Direksidengan persetujuan Dewan Pengawas

denganmemperhatikanprinsip-prinsipefisiensi,efektivitasdanakuntabilitas.

(2) Strukturorganisasisebagaimana dimaksud pada ayat(1)disampaikan kepada

KepalaBagianuntukdilakukananalisabersamaPerangkatDaerahterkait

(3) Hasilanalisasebagaimanadimaksudpadaayat(2)disampaikankepadaWaliKota

sebagaipertimbanganpenetapanstrukturorganisasiBUMDdalam KPM.

Pasal10

(1) PenyusunanstrukturorganisasiBUMDsebagaimanadimaksuddalam Pasal7huruf

b pada Perseroda oleh Direksi dengan persetujuan Komisaris dengan

memperhatikanprinsipefisiensi,efektivitasdanakuntabilitas.

(2) StrukturorganisasipadaPerserodasebagaimanadimaksudpadaayat(1)disusun

sesuaidengananggarandasarperusahaan.

(3) Struktur organisasipada Perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disampaikankepadaRUPSuntukmendapatkanpengesahan.

(4) Strukturorganisasiyang telah mendapatkan pengesahan disampaikan kepada

kepalaBagian.

Pasal11

(1) Restrukturisasisebagaimanadimaksuddalam Pasal7hurufcdilakukandalam hal

untukmemperbaikikinerjadan/ataumeningkatkannilaiBUMD.

(2) Restrukturisasisebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan

memperhatikanefisiensibiaya,manfaatdanrisikoyangdidahuluidengankajian.

(3) Kajiansebagaimanadimaksudpadaayat(2)dilakukanolehBUMD.

(4) Hasilkajiansebagaimanadimaksudpadaayat(3)selanjutnyadilaporkanBUMD

kepadaKepalaBagian.

(5) Tatacarapelaksanaanrestrukturisasisebagaimanadimaksudpadaayat(1)sesuai
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denganketentuanperaturanperundang-undangan.

Pasal12

(1) StandarOperasionalProsedursebagaimanadimaksud dalam Pasal 7 hurufd

merupakanstandardalam pelaksanaantugasdanfungsiBUMD.

(2) StandarOperasionalProsedursebagaimanadimaksuddalam Pasalayat(1)disusun

olehDireksidandisetujuiolehDewanPengawasatauKomisaris.

(3) StandarOperasionalProsedursebagaimanadimaksudpadaayat(2)disampaikan

kepadaKepalaBagianpalinglambat1(satu)bulansejakdisetujuiolehDewan

PengawasatauKomisaris.

Pasal13

(1) DireksidanDewanPengawasatauKomisarisdalam melakukanpengurusanBUMD

mengikutiStandarOperasionalProsedur.

(2) KepatuhanmelaksanakanStandarOperasionalProsedursebagaimanadimaksud

padaayat(1)sebagaiukurankinerjaDireksidanDewanPengawasatauKomisaris

yangbersangkutan.

(3) Monitoring dan evaluasiterhadap pelaksanaan StandarOperasionalProsedur

dilakukanolehKepalaBagiansecaraberkalasetiap6(enam)bulansekali,apabila

terjadiperubahanatausewaktu-waktubiladiperlukan.

(4) SetiapperubahanStandarOperasionalProsedurdisampaikankepadaKepalaBagian.

Pasal14

(1) TataKelolaPerusahaanYangBaiksebagaimanadimaksuddalam Pasal7hurufe

merupakanpedomandalam pengurusanBUMD.

(2) TataKelolaPerusahaanYangBaiksebagaimanadimaksudpadaayat(1)terdiriatas

prinsip:

a. transparansi;

b. akuntabilitas;

c. pertanggungjawaban;

d. kemandirian;dan

e. kewajaran.

(3) PenerapanTataKelolaPerusahaanYangBaiksebagaimanadimaksudpadaayat(2)

bertujuanuntuk:

a. mencapaitujuanBUMD;
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b. mengoptimalkannilaiBUMDagarperusahaanmemilikidayasaingyangkuat,

baiksecararegionaldannasional;

c. mendorongpengelolaanBUMD secaraprofesional,efisien,danefektif,serta

memberdayakanfungsidanmeningkatkankemandirianorganBUMD;

d. mendorongagarorganBUMD dalam membuatkeputusandanmenjalankan

tindakandilandasinilaimoralyangtinggidankepatuhanterhadapperaturan

perundang-undangan,sertakesadarantanggungjawabsosialBUMDterhadap

pemangkukepentinganmaupunkelestarianlingkungandisekitarBUMD;

e. meningkatkankontribusiBUMDdalam perekonomiannasional;dan

f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagiperkembangan investasi

nasional.

(4) Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik disusun oleh Direksidan harus

disetujuiolehDewanPengawasatauKomisaris.

(5) PenyusunanpedomanTataKelolaPerusahaanYangBaiksebagaimanadimaksud

padaayat(2)memperhatikanketentuan,normadananggarandasarBUMDsesuai

ketentuanperaturanperundang-undangan.

(6) PedomanTataKelolaPerusahaanYangBaikdisampaikankepadaKepalaBagian

palinglambat1(satu)bulansejakdisetujuiolehDewanPengawasatauKomisaris.

Pasal15

(1) KepalaBagianmelakukanpenilaian(assessment)terhadappenerapanTataKelola

PerusahaanYangBaikolehDireksidanDewanPengawasatauKomisarissecara

berkalasetiap3(tiga)tahun.

(2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh

lembaga/konsultanyangberkompetendanindependen.

(3) KepalaBagianmelaporkanhasilpenilaiansebagaimanadimaksudpadaayat(1)

kepadaWaliKotapalinglambat1(satu)bulansejakhasilpenilianselesaidilakukan.

Pasal16

(1) BesaranpenghasilanDireksidanDewanPengawasatauKomisarissertabesaran

penggunaanlabapadaBUMDsebagaimanadimaksuddalam Pasal7huruffdan

hurufgdenganmempertimbanganlaporantahunan.

(2) PenetapanbesaranpenghasilanDireksidanDewanPengawasatauKomisarisserta

besaran penggunaan laba pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat(1)

dilaksanakansesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan.

BagianKetiga
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PembinaanPengurusan

Pasal17

(1) PembinaanpengurusanBUMDsebagaimanadimaksuddalam Pasal6ayat(2)huruf

bdilaksanakansecaraperiodikdansistematis.

(2) PembinaanpengurusanBUMDsebagaimanadimaksudpadaayat(1),terdiriatas:

a. pelaksanaanseleksiadministrasidanujikelayakankepatutancalonpengurus

BUMD;

b. pelaksanaanpenyusunankontrakkinerjaDireksidanDewanPengawasatau

Komisaris;

c. penilaian pelaksanaan kontrak kinerja Direksidan Dewan Pengawas atau

Komisaris;dan

d. pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Dewan Pengawas atau

Komisarissesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan.

(4) Dalam melakukanpembinaanpengurusanBUMDsebagaimanadimaksudpadaayat

(2),KepalaBagiandapatdibantuoleholehkonsultan,pakar,narasumberdan/atau

pihaklainyangberkompeten.

BagianKeempat

PembinaanPendayagunaanAset

Pasal18

(1) PembinaanpendayagunaanAsetsebagaimanadimaksuddalam Pasal6ayat(2)

hurufc,mencakuppembinaandalam rangkaoptimalisasiAsetBUMD.

(2) BUMDmembuatpedomanterhadapmekanismependayagunakanAsetBUMDdan

berkoordinasidenganKepalaBagian.

(3) KepalaBagianmelaksanakanpembinaanpendayagunaanAsetdenganmelaksankan

monitoringpemetaanAsettetapyangdimilikiBUMDdenganmelibatkanPerangkat

Daerahterkait.

(4) Pendayagunaan Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan monitoring

pemetaanAsetsebagaimanadimaksudpadaayat(2)dilaksanakansesuaidengan

ketentuanperaturanperundang-undangan.

BagianKelima

PembinaanPengembanganBisnis

Pasal19

(1) Pembinaanpengembanganbisnissebagaimanadimaksuddalam Pasal6ayat(2)

hurufd,terdiriatas:
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a. pelaksanaaninvestasiataudivestasi;

b. analisarencanabisnisdanrencanakerjadananggaran;dan

c. fasilitasirencanapengembanganusaha.

(2) Dalam melakukanpembinaanpengembanganbisnissebagaimanadimaksudpada

ayat(1),KepalaBagiandapatbekerjasamadenganPerangkatDaerahterkaitsesuai

dengantugasdanfungsinyadandapatdibantuolehkonsultan,pakar,narasumber

dan/ataupihaklainyangberkompeten.

Pasal20

Pelaksanaan investasidan/atau divestasiPemerintah Daerah pada BUMD dilakukan

sesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan.

Pasal21

(1) KepalaBagianmelakukananalisarencanabisnisdanrencanakerjadananggaran

yangdisusunolehDireksidantelahdisetujuibersamaolehDewanPengawasatau

Komisaris.

(2) Hasilanalisasebagaimanadimaksudpadaayat(1)disampaikankepadaWaliKota

sebagaipertimbanganpengesahanrencanabisnisdanrencanakerjadananggaran

dalam KPM atauRUPS.

Pasal22

(1) KepalaBagianmelakukanfasilitasirencanapengembanganusahakepadaBUMD

denganmelakukanpenelaahanataskelayakanpengembanganusaha.

(2) Hasilpenelaahansebagaimanadimaksudsebagaimanadimaksudpadaayat(1)

disampaikankepadaWaliKotasebagaipertimbanganpemberianrekomendasi.

BagianKeenam

MonitoringdanEvaluasi

Pasal23

(1) Monitoringdanevaluasisebagaimanadimaksuddalam Pasal6 Ayat(2)hurufe,

terdiriatas:

a. pelaksanaanrencanabisnis;

b. pelaksanaanrencanakerjadananggaran;

c. pelaksanaankegiatanstrategisDaerahataukegiatanstrategislainnya;

d. pelaksanaanpenugasan;

e. pelaksanaanpenyertaanmodalDaerah,berupauangataubarang;

f. pelaksanaankontrakkinerjapengurusBUMD;

g. pelaksanaanmasajabatanpengurusBUMD;
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h. penerapanTataKelolaPerusahaanYangBaik;

i. pelaksanaankeputusanRUPS;dan

j. tindaklanjuttemuanhasilpengawasan/pemeriksaanolehaparatpengawasan

internalpemerintah.

(2) Dalam melakukanmonitoringdanevaluasisebagaimanadimaksudpadaayat(1),

KepalaBagiandapatdibantuolehPerangkatDaerahterkaitsesuaidengantugasdan

fungsinya.

(3) Dalam halterjadipermasalahandalam BUMD yangberdampakpadaPemerintah

Daerah,KepalaBagianmelakukananalisispenyelesaianpermasalahanBUMD.

(4) Ketentuan lebih lanjutmengenaimekanismepenyelesaian permasalahan BUMD

sebagaimanadimaksudpadaayat(1)ditetapkanolehKepalaBagian.

Pasal24

(1) Pelaksanaan monitoring dilakukan berdasarkan Laporan Dewan Pengawasatau

KomisarisyangdisampaikankepadaKPM atauRUPS danlaporanDireksiyang

disampaikankepadaDewanPengawasatauKomisaris.

(2) Laporansebagaimanadimaksudpadaayat(1)wajibditembuskankepadaKepala

Bagian.

(3) Kepala Bagian melakukan monitoring terhadap laporan sebagaimana dimaksud

padaayat(1)yangdapatdilakukansecarabulanan,triwulandantahunan.

Pasal25

(1) EvaluasiBUMDdilakukandengancaramembandingkanantaratargetdanrealisasi.

(2) EvaluasiBUMD sebagaimanadimaksudpadaayat(1),dilakukanpalingsedikit1

(satu)tahunsekali.

(3) Evaluasisebagaimanadimaksudpadaayat(2),palingsedikitmeliputi:

a. penilaiankinerja;

b. penilaiantingkatkesehatan;dan

c. penilaianpelayanan.

BagianKetujuh
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AdminstrasiPembinaan

Pasal26

(1) Administrasipembinaansebagaimanadimaksuddalam Pasal6Ayat(2)huruff,

terdiriatas:

a. penyusunanStandarOperasionalProsedurpelaksanaanpembinaan;

b. pengembangansistem informasi;

c. pengelolaanarsipyangberkaitandenganpengurusandanoperasionalBUMD;

dan

d. pengelolaanmekanismepelaporanpembinaanBUMD.

(2) Jenis dan Standar Operasional Prosedur dalam rangka pembinaan BUMD

sebagaimanadimaksudpadaayat(1)disusundanditetapkanolehKepalaBagian.

(3) Dalam melakukanadministrasipembinaansebagaimanadimaksudpadaayat(1),

KepalaBagiandapatdibantuolehPerangkatDaerahterkaitsertakonsultan,pakar,

narasumberataupihaklainyangberkompeten.

BagianKedelapan

FungsiLainyangDiberikanolehSekretarisDaerah

Pasal27

FungsilainyangdiberikanolehSekretarisDaerahsebagaimanadimaksuddalam Pasal6

Ayat(2)huruffdalam rangkapembinaanteknisBUMDuntukmelakukanfungsiteknislain

melaluiarahankebijakan.

BABIII

PENGAWASAN

Pasal28

(1) PengawasanterhadapBUMDdilakukanuntukmenegakkanTataKelolaPerusahaan

YangBaik.

(2) Pengawasansebagaimanadimaksudayat(1)dilakukanolehpengawasaninternal

danpengawasaneksternal.

(3) Pengawasan internalsebagaimana dimaksud ayat(2)dilakukan oleh satuan

pengawasintern,komiteauditdan/ataukomitelainnya.

(4) Pengawasaneksternalsebagaimanadimaksudayat(2)dilakukanolehpejabatpada

InspektoratDaerah.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenaiStandar OperasionalProsedur pengawasan

eksternalBUMD sebagaimanadimaksud ayat(4)ditetapkandenganKeputusan

InspekturDaerah.
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BABIV

PELAPORAN

Pasal29

(1) Kepala Bagian menyusun laporan pelaksanaan pembinaan BUMD untuk

disampaikankepadaWaliKotasetiap1(satu)tahunsekali.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat(1)memuatlaporan dokumentasi

penyelesaianpermasalahanBUMD.

BABIV

PEMBIAYAAN

Pasal30

PembiayaanpelaksanaanpembinaanBUMDbersumberdari:

a. anggaranpendapatandanbelanjaDaerah;dan/atau

b. sumberdanalainyangsahdantidakmengikatsesuaidenganketentuanperaturan

perundang-undangan.

BABV

KETENTUANPENUTUP

Pasal31

PeraturanWaliKotamulaiberlakupadatanggaldiundangkan.

Agarsetiaporangmengetahuinya,memerintahkanpengundanganPeraturanWaliKotaini

denganpenempatannyadalam BeritaDaerahKotaBontang.

DitetapkandiBontang

padatanggal………

WALIKOTABONTANG,

NENIMOERNIAENI

DiundangkandiBontang
padatanggal…………….
SEKRETARISDAERAHKOTABONTANG,
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AJIERLYNAWATI

BERITADAERAHKOTABONTANGTAHUN….NOMOR…..


